
 
 
 
 
 
 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 

NOMOR  4 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 66 TAHUN 2016 
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENGHASILAN TETAP BAGI 
DAMANG, SEKRETARIS DAMANG, MANTIR KECAMATAN DAN MANTIR 

DESA/KELURAHAN SE-KALIMANTAN TENGAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 

 
Menimbang : a. bahwa pedoman pemberian bantuan penghasilan tetap bagi 

Damang, Sekretaris Damang, Mantir Kecamatan, dan Mantir 
Desa/Kelurahan se Kalimantan Tengah telah diatur dengan 
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 66 Tahun 
2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap 
Bagi Damang, Sekretaris Damang, Mantir Kecamatan Dan 
Mantir Desa/Kelurahan Se-Kalimantan Tengah; 

b. bahwa pada perkembangannya besaran bantuan penghasilan 
tetap yang diberikan perlu penyesuaian dengan 
perkembangan dan perlu penyesuaian; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 
Kalimantan Tengah Nomor 66 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap Bagi Damang, 
Sekretaris Damang, Mantir Kecamatan Dan Mantir 
Desa/Kelurahan Se-Kalimantan Tengah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang 
Pembentukan Daerah Swantatra Tingkat I Kalimantan Tengah 
Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 
Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantatra Tingkat I 
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) 
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1622); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 310); 

8. Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); 

9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 
Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan 
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 
tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah; 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG 
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENGHASILAN TETAP 
BAGI DAMANG, SEKRETARIS DAMANG, MANTIR 
KECAMATAN, DAN MANTIR KELURAHAN/DESA SE-
KALIMANTAN TENGAH. 
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Pasal I 

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Kalimantan 
Tengah Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian 
Bantuan Penghasilan Tetap Bagi Damang, Sekretaris Damang, 
Mantir Kecamatan, Dan Mantir Kelurahan/Desa Se-Kalimantan 
Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 
Nomor 66) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 2 

(1) Besaran bantuan penghasilan tetap Damang, Sekretaris 
Damang, Mantir Kecamatan dan Mantir Desa/Kelurahan 
adalah sebagai berikut :  

a. Damang sebesar ............................... Rp.500.000,00  

b. Sekretaris Damang sebesar .............. Rp.300.000,00  

c. Mantir Kecamatan sebesar ............... Rp.200.000,00  

d. Mantir Desa/Kelurahan sebesar........ Rp.100.000,00 

(2) Pembayaran bantuan penghasilan tetap sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 3 (tiga) sampai 
dengan 6 (enam) bulan dalam suatu Tahun Anggaran. 

 
 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan 
pengundangan Peraturan Gubernur  ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 

 
 

Ditetapkan di Palangka Raya 
pada tanggal   6 Februari 2017  

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 
 

ttd 
 

SUGIANTO SABRAN 
 

Diundangkan di Palangka Raya 
pada tanggal   6 Februari 2017 

 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, 

 

ttd 
 

SYAHRIN DAULAY 
 

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 4 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

 
KEPALA BIRO HUKUM, 

 

ttd 
 

AGUS RESKINOF 
NIP. 19601103 199303 1 003 


